Menimbang :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi
Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-
cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil,

dan makmur;

bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;

bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan
dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan
pembangunan

yang berkeadilan dan demokratis yang

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan
efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan

pembangunan Nasional,

bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional
yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya

sistem perencanaan pembangunan Nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk
Undang-undang tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Mengingat : ...



Mengingat

Menetapkan :

: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal

23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2.  Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

bernegara.

3. Sistem ...



10.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan

Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat
RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)

tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya
disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/

Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen

perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-
KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk

periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana...



11.

12.

13.

14.

15.

le.

17.

18.

19.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah.

Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi
lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan

lainnya.

Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga

atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian

/Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

20. Program ...



20.

21.

22.

23.

(1)

(2)

(3)

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan
rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah,

Daerah, atau kawasan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana

pembangunan Daerah.

Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
terhadap  pelaksanaan tugas dan fungsi  perencanaan
pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah
kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya

disebut Kepala Bappeda.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan

berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

(4) Sistem ...



